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LINGKUP PERATURAN PERKOTAAN

Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia :

• Undang-undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Menteri

• Peraturan Daerah

• Peraturan Gubernur  Lingkup Desain Kawasan

• Peraturan Walikota/Bupati  Lingkup Desain Kawasan

Peraturan perundangan menjadi suatu bahan

acuan sekaligus bahan kajian dalam

merencanakan desain kawasan.



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

• Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

• Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
• Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.

• Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

• Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budi daya.

• Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

• Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya buatan.



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

• Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

• Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih

pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman
dan sistem agrobisnis.

• Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

• tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/ kota
• rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan

di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan
prasarana wilayah kabupaten/kota

• rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi kawasan lindung
dan kawasan budi daya

• penetapan kawasan strategis kabupaten/kota
• arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten / kota yang berisi indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan
• ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,ketentuan insentif
dan disinsentif, serta arahan sanksi

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

• rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
• rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; 

dan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan 
sarana jaringan

• pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan
ruang

• evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi
wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat
pertumbuhan wilayah.

KHUSUS RENCANA TATA RUANG  KOTA TERDAPAT 
PENAMBAHAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

KLASIFIKASI KAWASAN PERKOTAAN



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata
ruang.

PERATURAN ZONASI



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

PERATURAN ZONASI



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

RUANG TERBUKA HIJAU

• Terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang
terbuka hijau privat.

• Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling 
sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

• Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota
paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah
kota.

• Pasal 17: Dalam rencana tata ruang wilayah (provinsi
dan kabupaten) ditetapkan kawasan hutan paling 
sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran
sungai



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

RUANG TERBUKA HIJAU

• Ruang terbuka hijau publik:
taman kota, taman pemakaman umum, dan 
jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.

• Ruang terbuka hijau privat:
kebun atau halaman rumah/gedung milik
masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.



PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN 
RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

RUANG TERBUKA HIJAU

• taman kota;
• taman wisata alam;
• taman rekreasi;
• taman lingkungan perumahan
• dan permukiman;
• taman lingkungan perkantoran
• dan gedung komersial;
• taman hutan raya;
• hutan kota;
• hutan lindung;
• bentang alam seperti gunung, 

bukit, lereng dan lembah;
• cagar alam;
• kebun raya;
• kebun binatang;
• pemakaman umum;

• lapangan olah raga;
• lapangan upacara;
• parkir terbuka;
• lahan pertanian perkotaan;
• jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT 

dan SUTET);
• sempadan sungai, pantai, bangunan, 

situ dan rawa;
• jalur pengaman jalan, median jalan, 

rel kereta api, pipa gas dan 
pedestrian;

• kawasan dan jalur hijau;
• daerah penyangga (buffer zone) 

lapangan udara; dan
• taman atap (roof garden).



UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

TENTANG PENATAAN RUANG

MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF

Insentif:
• keringanan pajak, pemberian

kompensasi, subsidi silang,
• imbalan, sewa ruang, dan urun

saham;
• pembangunan serta

pengadaan infrastruktur;
• kemudahan prosedur

perizinan; dan/atau pemberian
penghargaan kepada
masyarakat, swasta dan/atau
pemerintah daerah.

Disinsentif:
• pengenaan pajak yang 

tinggi yang disesuaikan
dengan besarnya biaya
yang dibutuhkan untuk
mengatasi dampak yang 
ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang; 
dan/atau

• pembatasan penyediaan
infrastruktur, pengenaan
kompensasi, dan penalti.



KEDUDUKAN KEBIJAKAN PERATURAN PERANCANGAN KOTA



Rencana RINCI

Nasional

Provinsi

Kabupaten/ 

Kota

RTRW Pulau/Kepulauan - Skala 1:500.000

RTR Kaw.Strategis Nasional

Skala 1:50.000-100.000

RTR Kaw. Strategis Provinsi

Skala 1:50.000

RDTR Kabupaten / Kota

Skala 1:25.000

RTR Kawasan Strategis Kabupaten / Kota

Skala 1:10.000-25.000

Rencana UMUM

RTRW Nasional - Skala 1:1.000.000

RTRW Nasional - Skala 1:1.000.000

PP No. 26/2008

RTRW Provinsi - Skala 1:50.000-250.000

RTRW Kabupaten / Kota 

Skala 1:25.000-100.000

RTBL Kawasan Kraton, 

Kota Yogyakarta
Skala 1:1.000

DETAILED ENGINEERING DESIGN (DED)

Skala 1:100

STIMULAN /PEMBANGUNAN FISIK PSD

Sumber:
• Jenis RTR berdasarkan

UU No. 26/2007 
• Skala Rencana Umum

berdasarkan PP  No. 10/2000
• Ketentuan tentang RTBL 

berdasarkan PermenPU No. 
06/M/PRT/2007

RENCANA TINDAK (RENTI)

Skala 1:500

RDTR Kecamatan Kraton

RTRW  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KEDUDUKAN RTBL

RTRW  Kota Yogyakarta

2021

KEDUDUKAN KEBIJAKAN PERATURAN PERANCANGAN KOTA



RTBL

(Permen PU 6/2007)

Rencana Tindak

(Permen PU 18/2011)

Master Plan 

Kawasan
DED

Kawasan perencanaan mencakup

suatu lingkungan / kawasan

dengan luas 5 - 60 hektar (Ha), 

dengan ketentuan sebagai berikut:

• kota metropolitan dengan

luasan minimal 5 Ha.

• kota besar/sedang dengan

luasan 15-60 Ha.

• kota kecil/desa dengan luasan

30-60 Ha

 Kawasan dengan

kompleksitas

permasalahan

sedang, dengan

luasan < 20 Ha

 Kawasan dengn

kompleksitas

permasalahan

rendah, dengan

luasan 20 – 50 Ha

Luas kawasan < 20 

Ha

LUASAN AREA PERENCANAAN KAWASAN RTBL











CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN

KOTA YOGYAKARTA KECAMATAN KRATON



RTRW  KOTA YOGYAKARTA 2010- 2029

Kaw. Plengkung 
Gading-Krapyak

Kaw. Plengkung Gading-Krapyak berada di 

SUB PUSAT PELAYANAN KOTA 
Kelurahan Mantrijeron

SUB PELAYANAN LINGKUNGAN Kelurahan 

Suryodiningratan

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 

KOTA YOGYAKARTA

CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN



Kaw. Plengkung 
Gading-Krapyak

RTRW  KOTA YOGYAKARTA 2010- 2029

Sepanjang jalan dari Plengkung Gading-

Krapyak merupakan

PELINGKUP/ PEMBATAS Citra Kota

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN 

STRATEGIS CITRA KOTA

CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN



RTRW  KOTA YOGYAKARTA 2010- 2029

RENCANA PEMANFAATAN POLA RUANG 

KOTA YOGYAKARTA

Kaw. Plengkung 
Gading-Krapyak

Kaw. Plengkung Gading-Krapyak 

direncanakan dengan fungsi

Permukiman, perdagangan/ jasa, 

industri mikro kecil dan menengah

CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN



RENCANA KAWASAN LINDUNG KOTA 

YOGYAKARTA

Kaw. Plengkung 
Gading-Krapyak

Kaw. Plengkung Gading-Krapyak 

direncanakan sebagai

Kawasan Inti Lindung Setempat dan 

Kawasan Penyangga Alam dan Budaya

RTRW  KOTA YOGYAKARTA 2010- 2029
CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN



PENETAPAN CITRA KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RTRW  KOTA YOGYAKARTA 2010 - 2029
CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN



RDTR KECAMATAN MANTRIJERON 2015-2035

Plengkung Gading

Kaw. Plengkung Gading-Krapyak 

direncanakan sebagai

Perumahan kepadatan sedang-tinggi 

dan perdagangan/ jasa

Panggung Krapyak

CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN



RDTR KOTA YOGYAKARTA  2015-2035

LAMPIRAN PERDA NO 1 TAHUN 2015 

KOTA YOGYAKARTA

CONTOH PENERAPAN KEBIJAKAN PERATURAN


